
- 1 - 

 

 

 

BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR  98  TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 62 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur 

Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 

yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan, dan untuk menyesuaikan dinamika 

perkembangan peraturan perundang-undangan, maka 

Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

perlu disesuaikan; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

 

2. Undang-Undang . . . 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 

dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi 

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 

7. Peraturan . . . 
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 133); 

9. Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 62); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 

ASET DAERAH.  

Pasal I 

ketentuan Pasal 28 dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 

62), diantara huruf f dan huruf g disisipkan 2 (dua) huruf 

yakni huruf f1 dan huruf f2, sehingga Pasal 28 berbunyi 

sebagai berikut:  

Pasal . . . 
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Pasal 28 

 Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai rincian tugas : 

a.  merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan di Subbidang Perencanaan 

Anggaran berdasarkan program kerja tahun sebelumnya 

sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja 

sesuai dengan rencana;  

b.  mempelajari dan menelaah peraturan perundangan 

dangan yang terkait dengan Subbidang Perencanaan 

Anggaran dan yang terkait dengan bidang tugasnya;  

c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing 

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan 

kelancaran pelaksanaan tugas secara benar; 

d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas 

bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal;  

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertical 

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

f.  menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang 

Perencanaan Anggaran sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan 

kajian pimpinan; 

f1. menyusun draft rancangan kebijakan umum anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (KUA) dan rancangan 

prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) 

berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman 

penyusunan APBD; 

f2. menyusun draft rancangan perubahan kebijakan umum 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (perubahan 

KUA) dan rancangan perubahan prioritas dan plafon 

anggaran sementara (perubahan PPAS) berdasarkan 

RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan 

APBD; 

g. menyusun . . . 
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g. menyusun draft rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sesuai peraturan yang ada untuk 

mengetahui anggaran belanja Pemerintah Daerah;  

h. mempersiapkan dokumen-dokumen dalam rangka 

perubahan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sesuai peraturan yang ada untuk tertib 

administrasi;  

i.  melaksanakan pencermatan rencana kerja anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan usulan anggaran 

kegiatan dalam rangka penyusunan draf Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai 

prosedur aturan yang ada agar tepat sasaran dan tidak 

menimbulkan pemborosan; 

k. menyelesaikan dokumen DPA SKPD dan PPKD sesuai 

anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah agar tepat waktu, sasaran sesuai yang 

diharapkan;  

l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, 

pemberian penghargaan dan sanksi;  

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang 

Perencanaan Anggaran berdasarkan program kerja agar 

sesuai dengan target hasil;  

n.  membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang 

Perencanaan Anggaran sesuai dengan hasil pelaksanaan 

kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan tugas;  

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2020. 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 28 Desember 2019 

BUPATI PATI, 

        

ttd. 

 

 HARYANTO 

 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal  28 Desember 2019                 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

 

   ttd. 

  

SUHARYONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR  99 

 

 

 


